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Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas 

Perkebunan Kelapa Sawit, atau yang dikenal dengan inpres moratorium sawit telah memasuki usia dua 

tahun pasca diterbitkan. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah perlu ‘tancap gas’ untuk 

menyelesaikan berbagai mandat Inpres moratorium sawit dalam memperbaiki tata kelola sawit 

Indonesia agar dapat menyelesaikan 1053 konflik di perkebunan sawit 1 serta berkontribusi optimal 

untuk pemulihan ekonomi nasional.  

Dalam konteks terkini, pandemi Covid-19 yang sedang kita hadapi bersama sedikit banyak menjadi 

faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses pengimplementasian kebijakan. Dengan fokusnya 

pemerintah pusat dan daerah dalam hal menangani pandemi, maka proses pengimplementasian 

kebijakan ini agak sedikit tertunda. Harapannya pemerintah dapat menemukan mekanisme kerja 

implementasi yang lebih adaptif terhadap kondisi pandemi sehingga situasi ini tidak menjadi 

penghambat yang berarti.  

Selama kurun waktu dua tahun, dinamika perkembangan dan capaian yang dilakukan dari Kementerian 

dan atau Lembaga di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah belum memuaskan karena tiadanya 

capaian-capaian yang signifikan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat yang digawangi oleh 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk tim kerja moratorium sawit yang 

beranggotakan perwakilan antar-kementerian. Tim ini diketahui telah menyelesaikan tutupan luasan 

sawit di Indonesia yang tertuang dalam Kepmentan No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 yakni luas 

tutupan perkebunan sawit adalah 16,38 juta hektar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional telah melakukan validasi data Hak Guna Usaha (HGU) di Kaltim, Kalteng, Sulbar, 

Papua dan Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penundaan 

penerbitan izin baru pelepasan kawasan/tukar menukar kawasan hutan, telah menetapkan kebun-

kebun sawit illegal dalam kawasan hutan serta menyusun rancangan perpres berkenaan dengan 

tipologi penyelesaian sawit di dalam kawasan hutan. 

Sementara di tingkat Provinsi dan Kabupaten, beberapa pemerintah daerah seperti Provinsi Aceh, 

Kabupaten Buol, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Gorontalo dan Aceh Utara telah merespon kebijakan 

ini dengan menurunkannya ke dalam aturan di tingkat lokal dalam bentuk Surat Edaran (SE) maupun 

Peraturan Bupati (Perbup). Sementara daerah yang memiliki komitmen positif terhadap inpres ini 

terdapat lima Provinsi (Kaltim, Kalbar, Riau, Papua Barat dan Kepulauan Riau) dan enam 

Kota/Kabupaten (Sintang, Kayong Utara, Barito Timur, Lingga, Banyuasin dan Musi Banyuasin).2  

Sejumlah capaian baik ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan pengimplementasian yang perlu 

diperbaiki ke depan. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat beberapa hal diantaranya, Pertama, minimnya 

sosialisasi kebijakan. Beberapa kepala daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih belum 

                                                
1 Database Sawit Watch berkenaan dengan Konflik Perkebunan di Perkebunan Sawit di Indonesia Tahun 2020, 
lebih jauh lagi di www.tanahkita.id   
2 Dari 25 provinsi dan 247 kabupaten/kota dimana terdapat perkebunan sawit, baru 5 provinsi dan 6 
kabupaten/kota yang memberikan respon selebihnya belum memberikan respon (Sawit Watch etc, 2020) 

http://www.tanahkita.id/


mengetahui terkait kebijakan ini. Hal ini menunjukkan proses sosialisasi yang kurang baik. Kedua, pola 

kerja pemerintah pusat dan daerah yang tidak tersinkronisasi. Pola kerja dalam inpres ini adalah dari 

daerah ke nasional artinya hasil temuan pemerintah daerah yang nantinya akan dibahas di tim kerja 

nasional untuk tindaklanjuti. Hal ini yang tidak terjadi. Pemerintah pusat hanya berfokus melakukan 

penyusunan tutupan luasan sawit. Bahkan strategi implementasi inpres tim kerja nasional dengan 

menetapkan tujuh provinsi prioritas (Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur) tidak sejalan dengan inpres, karena 

didalam inpres tidak mengamanatkan hal demikian.3 

Ketiga, belum adanya peta jalan pengimplementasian inpres moratorium sawit. Beberapa daerah yang 

semangat menjalankan inpres terkendala soal tidak adanya dokumen rujukan yang dapat menjadi 

acuan pengimplementasian inpres ini. Sehingga diperlukan hal semacam peta jalan, petunjuk 

pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), termasuk alokasi anggaran yang tidak disebutkan 

dalam inpres ini.  

Keempat, tidak mengedepankan prinsip keterbukaan data. Laporan perkembangan enam bulanan 

yang disusun oleh tim kerja nasional untuk dilaporkan ke Presiden sangat sulit untuk diakses kelompok 

masyarakat sipil.4 Walau tidak ada kewajiban untuk membuka dokumen ini ke publik tapi akan sangat 

baik jika hal tersebut dilakukan, agar kita dapat melihat proses secara utuh dan memberikan masukan-

masukan yang sesuai. Selain itu, tidak adanya update yang diterima masyarakat sipil terkait 

perpindahan Deputi di Kemenko Perekonomian yang menangani Inpres ini juga sangat disayangkan. 

Padahal proses transparansi adalah faktor yang penting untuk mengetahui lubang yang selama ini ada 

dan bersama-sama menambalnya. 

Hal lainnya, terkait tutupan luasan perkebunan sawit di Indonesia yang telah dirilis juga tidak 

menyampaikan detail terkait berapa dan dimana lokasi sawit yang berada di dalam kawasan hutan. 

Padahal jika hal ini tertuang dalam tutupan tersebut maka akan sangat memudahkan bagi tim kerja 

melakukan evaluasi. Sehingga wajar saja, hingga saat ini belum ada kasus sawit di kawasan hutan yang 

dapat diselesaikan melalui inpres ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyatakan 

bahwa terdapat 3,4 juta ha perkebunan sawit didalam kawasan hutan5, namun faktanya hingga saat 

ini tidak ada kejelasan terkait penyataan tersebut perihal dimana lokasinya, dimiliki oleh siapa apa dan 

bagaimana proses tindaklanjutnya.  

Kelima, pemerintah belum memiliki arah yang jelas soal peningkatan produktivitas sawit. Artinya 

pemerintah belum memiliki berapa target atau standar produktivitas sawit yang akan dituju serta 

bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai target tersebut. Dalam kacamata 

pemerintah peningkatan produktivitas hanya terbatas pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 

                                                
3 Inpres moratorium memandatkan adanya data dan informasi dari kabupaten/kota dan provinsi ke beragam K/L 
(lihat diagram dalam Inpres 8 tahun 2018) sedangkan cara bekerja dalam penyusunan luas tutupan sawit lewat 
provinsi strategis dimana hal ini tidak tercantum dalam inpres serta terlihat dari pemerintah pusat ke provinsi. 
4 Koalisi Masyarakat Sipil telah mengusahakan ke berbagai pihak di pemerintahan untuk mendapatkan laporan ini 
namun hingga saat ini hal tersebut sulit didapatkan. 
5 https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-
kawasan-hutan/ Dalam hal luasan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, sampai saat ini, koalisi masyarakat 
sipil belum ada kasus-kasus konflik tumpang tindih yang signifikan diselesaikan oleh pemerintah. Beberapa K/L 
hanya berhenti di angka-angka luasan tanpa menyebutkan dimana wilayah dan skema apa yang digunakan. 

https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-kawasan-hutan/
https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5f0ef445e634f/pemerintah-siapkan-aturan-perkebunan-sawit-dalam-kawasan-hutan/


semata dengan memanfaatkan dana BPDP-KS. Yang mana realisasinya program ini masih minim, pada 

2020 hanya seluas 20.469 ha atau 11,37% dari target yang telah ditetapkan.6 

Selain itu di sisi ekonomi, kontribusi sawit terhadap daerah masih dirasa kurang berdampak. Hal ini 

dikarenakan belum adanya skema bagi hasil yang berimbang antara daerah penghasil sawit dengan 

pemerintah pusat. Sistem pembagian hasil seperti ini tidak setara dengan dampak dari pengelolaan 

perkebunan sawit seperti kerusakan infrastruktur akibat pengangkutan CPO hingga kerusakan 

lingkungan yang berdampak pada pencemaran air, tanah, dan udara, serta Karhutla. 

Sejumlah catatan kritis di atas diharapkan dapat menjadi perhatian para penerima mandat dalam 

inpres ini.  Kami dari koalisi masyarakat sipil merekomendasikan beberapa hal diantaranya : 

1. Respon positif pemerintah daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota perlu disambut baik 

oleh pemerintah pusat dengan mensinergikan kerja-kerja serta memfasilitasi dengan 

menyiapkan aturan teknis implementasi inpres (juklak atau juknis)termasuk alokasi anggaran.7  

2. Adanya target dan program peningkatan produktivitas oleh pemerintah yang lebih jelas dan 

terukur serta memiliki waktu dan lokasi (kabupaten/kota) pencapaian target tersebut.  

3. Meningkatkan transparansi dan akses publik mengenai laporan enam bulanan perkembangan 

inpres moratorium serta data penggunaan lahan dan izin perusahaan perkebunan sawit.8 

4. Melibatkan lintas stakeholder untuk pelaksanaan dan pengawasan moratorium sawit, seperti 

organisasi masyarakat sipil dan organisasi lintas keagamaan.  

5. Adanya skema dana bagi hasil yang berkeadilan antara daerah penghasil sawit dengan 

pemerintah pusat agar daerah memiliki dorongan untuk mengawasi dan membangun 

perkebunan sawit yang berkelanjutan. 

6. Membuat peta jalan (road map) satu pintu pelaksanaan moratorium sawit. Hal ini diperlukan 

untuk mengefektikan proses moratorium sawit sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan 

birokrasi dan anggaran.  

7. Pembahasan RUU Cipta Kerja semestinya tidak menjadi alasan bagi Pemerintah untuk 

menunda pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit. Penyelesaian moratorium dengan fokus 

terhadap konsolidasi data dan review perizinan harus menjadi langkah awal untuk 

menuntaskan permasalahan tata kelola perkebunan. 

8. Tidak memprioritaskan wilayah tertentu dalam pengimplementasian kebijakan inpres 

moratorium sawit, melainkan seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki sawit.  

Jika pemerintah masih menggunakan pendekatan dan strategi yang sama dalam menjalankan tugas 

dan amanah didalam inpres ini, maka perbaikan tata kelola sawit yang di impikan selama ini akan 

sangat sulit tercapai di waktu yang sempit ini. Koalisi Masyarakat Sipil melihat perpanjangan inpres 

moratorium sawit untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit Indonesia adalah sesuatu hal relevan 

dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dengan catatan harus memiliki capaian-capaian yang terukur 

dalam segala aspek serta turut mensinkronisasikan dan mengkonsolidasikan kepada pihak-pihak yang 

                                                
6 https://www.infosawit.com/news/9910/realisasi-penyaluran-dana-peremajaan-sawit-rakyat-capai-rp-2-7-triliun, 
dalam RAN KSB hanya dijelaskan sedikit yakni adanya peningkatan produktivitas 10 % tiap tahun tetapi tidak 
dielaborasi lebih jauh baseline tiap kabupaten, dan berapa target peningkatan produktivitas tiap tahun 
7 Disbun Kabupaten Sanggau menyatakan anggaran yang ada saat ini hanya mampu membuat pemetaan 
perkebunan sawit rakyat tiap tahun 1.000 ha, bila tanpa dukungan pihak lain, Kabupaten Sanggau baru 40 tahun 
kemudian dapat menyelesaikan pemetaan perkebunan sawit rakyat (Sawit Watch, 2020). 
8 Dalam inpres No.8 tahun 2018, tim kerja nasional dimana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator 
sedikitnya 6 bulan melaporkan ke Presiden tentang perkembangan implementasi Inpres no 8 tahun 2018. Sampai 
saat ini, koalisi masyarakat sipil belum mendapatkan laporan perkebangan tersebut.  

https://www.infosawit.com/news/9910/realisasi-penyaluran-dana-peremajaan-sawit-rakyat-capai-rp-2-7-triliun


memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola sawit, seperti misalnya dengan 

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN PSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalam hal review perizinan serta bersama dengan ISPO dan RSPO dalam hal peningkatan produktivitas 

dan standar perkebunan sawit berkelanjutan melalui mekanisme sertifikasi. 
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